
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pcmbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 112 
Tambahan lembaran Negara Nornor 5038); 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara 
Nomor 1822); 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana huruf a di alas, 
perlu di tetapkan Peraturan Walikota Makassar Len Lang 
Pembentukan Penaschat Walikota Makassar Bidang Rukun 
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); 

a. bahwa untuk efcktifnya pernbinaan sorta koordinasi para Kctua 
Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar 
dalam membantu Pemerintah Kola Makassar dalarn pelaksanaan 
tugas dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 18 Tahun 
2018 ten tang Lembaga Kcmasyarakatan Desa Dan Lcmbaga Adat 
Desa, maka dipandang perlu mcmbentuk Penasehat Walikota 
Makassar bidang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); 

WALi KOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBENTUKAN PENASEHAT WALIKOTA MAKASSAR BI DANG 
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) 

TENT ANG 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
Nomor: 25 TAHUN 2019 

Mcngingat 

Menimbang 



Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN 
PENASElIAT WALIKOTA MAKASSAR BIOANG RUKUN TETANGGA 
(RT) DAN RUKUN WARGA (RW) 

M EMUTUSKAN : 

10. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 teniang 
Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lcrnbaran Daerah 
Kola Makassar Nomor 8 Tahun 2016). 

9. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 18 Tahun 2018 ientang 
Lembaga Kcmasyarakatan Dcsa dan Lernbaga Adal Dcsa [Ber ita 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

8. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Lcntang 
Pembentukan Prociuk Hukum Dacrah; scbagaimana Lelah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 ten tang Perubahan Alas Peraturan Menlcri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan Prociuk 
Hukum Daerah; 

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 73 Tahun 2005 lcntang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kola Makassar Dalam 
Wilayah Sulawesi Sclatan (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 193); 

5. Pera tu ran Pemerintah Nomor 5 l Tahun 1971 ten tang Peru bah an 
Batas-batas Dacrah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, 
Maros dan Pangkajcnc dan Kepulauan danlam Lingkungan 
Daerah Propinsi Sulawesi Sclatan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 197 l Nomor 65, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2970); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana tclah diubah lcrakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcdua Alas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lcnlang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
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(5) Penasehat dimaksud ayat ( 1) diberhentikan bilamana : 
a. Masa bakti telah bcrakhir. 

(4) Masa bakti Penasehat dimaksud ayat (1) yaitu sclama 5 (lima) tahun tcrhitung 
sejak yang bcrsangkutan dilantik bcrdasarkan Keputusan dimaksud ayat (2). 

(3) Penasehat dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(2) Tata cara pemilihan Penasehat dimaksud ayat ( 1) ditctapkan dcngan Keputusan 
WaJikota. 

(1) Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW dipilih dari calon Kctua RT atau 
calon Ketua RW yang teJah ikut dalam pclaksanaan pemilihan sercntak Ketua RT 
atau Ketua RW pada masing-masing wilayah kelurahan dalam Kola Makassar, 
yang tidak dalam keadaan scbagai Ketua RT atau Kctua RW. 

Pasal 2 

BAB II 
PENASEHAT WALIKOTA MAKASSAR BIDANG RT DAN RW 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Makassar; 
2. Walikota adalah Walikota Makassar; 
3. Pemerintah Kota adalah Walikota beserla pcrangkat daerah sebagai unsur 

penyclenggara pemerintahan daerah Kola Makassar; 
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk 

dalam rangka meningkatkan koordinasi pcnyclenggaraan pernerintahan, 
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakal kelurahan; 

5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Makassar; 
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk mcmbantu atau 

melaksanakan sebagian tugas carnal; 
7. Lurah adalah Kcpala Kelurahan dalam wilayah Kota Makassar; 
8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang sclanjutnya disingkat RT dan RW 

adalah lembaga kemasyaratan dan mitra Pcrnerintah Kola yang mcmiliki 
peranan dalam memclihara dan melestarikan nilai nilai kchidupan 
kcmasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kcgotong royongan dan 
kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kcscjahtcraan, kctcntraman dan 
ketcrtiban dalam kchidupan bermasyarakat; 

9. Pcnasehat WalikoLa Makassar Bidang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga 
(RW) adalah orang-orang yang merupakan tokoh masyarakat yang dipandang 
cakap, mampu dan mempunyai pengaruh di lingkungan masyarakat sekitarnya; 

10. Fasilitas adalah sarana, prasarana dan perlindungan jaminan sosial sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mcnunjang 
kclancaran pclaksanaan tugas Penasehat Walikota Makassar Bidang Kincrja RT 
dan RW. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW mcmpunyai tugas mcmbantu 
Pemerintah Kclurahan sebagai social mitigator khususnya dalam mengantisipasi dan 
mcnccgah timbulnya permasalahan-pcrmasalahan sosial pada lingkungan 
masyarakal disekitarnya, rneliputi: 
a. mendeteksi, memetakan dan menganalisis perrnasalahan pcrcdaran narkoba , 

anak jalanan, gelandangan dan pcngemis yang bcrada di lingkungan masing­ 
masing; 

b. mcnggerakkan dan mernotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 
kegialan gerakan anti narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan lcrlarang 
lainnya; 

c. melakukan upaya-upaya pembinaan dan sosialisasi kcpada masyarakat untuk 
mcncegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KORT); 

Pasal 5 

Bagian Kcdua 
Tu gas 

Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW bcrkcdudukan pada kclurahan 
tempat tinggal yang bersangkutan sesuai dcngan Kart.u Tanda Penduduk. 

Pasal 4 

Bagi an Kesa tu 
Kedudukan 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN PUNGSI PENASEI IAT WALIKOTA BI DANG RT DJ\N RW 

Persyaratan untuk ditetapkan scbagai Pcnasehat Walikota Makassar Bidang RT dan 
RW, adalah: 
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. sehat jasmani dan rohani; 
a. berjenis kelamin laki-Iaki atau perempuan; 
b. warga yang bertempat tinggal sccara tctap pada kclurahan yang diwakili dalam 

pemilihan serentak Ketua RT atau Ketua RW; 
c. berkelakuan baik dan menjadi tauladan serta mcrupakan tokoh masyarakat yang 

dipandang cakap, mampu dan mcmpunyai pengaruh di lingkungan masyarakat 
sckitarnya dilingkungan tempal tinggal yang bersangkutan; 

d. mempunyai kornitmen untuk bekerja purna waktu dalam mcmbangun kelurahan; 
e. Pernah mengikuti pernilihan screnlak Ketua RT atau Ketua RW pada kelurahan 

dalam Kola Makassar; 
f. berpendidikan dan berumur sesuai dcngan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

pemilihan serentak Ketua RT atau Ketua RW pada kelurahan yang bcrsangkutan. 

Pasal 3 

b. Berhalangan tetap sehingga tidak dapal mclaksanakan tugas, yaitu meninggal 
dunia, sakit, atau menjalani penahanan aparat penegak hukum, 
mcnyebabkan yang bersangkutan tidak dapat mclaksanakan tugas lebih dari 
30 (tiga puluh) hari. 

c. Berpindah tempat tinggal di luar kelurahan pada saat ditctapkan sebagai 
Penasehat dimaksud ayat ( 1 ). 
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Dalam rangka membangun hubungan kerja dengan Penasehat Walikota Makassar 
Bidang RT dan RW, Pcmerintah Kecamatan dan Kclurahan mclakukan: 
a. pemberian sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan lain scbagainya; 
b. penycdiaan sarana dan prasarana sebagai pcnunjang operasional guna 

peningkatan kinerja serta kemampuan Pcnaschal Walikota Makassar Bidang RT 
dan RW; dan 

Pasal 7 

BABIV 
HUBUNGAN KER,JA 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penaschal 
Walikota Makassar Bidang RT dan RW, mempunyai fungsi: 
a. pengidentifikasian masalah sosial, kebutuhan dan sumber daya sosial 

kemasyarakatan yang dilakukan secara berkesinambungan; 
b. penampungan dan pcnyaluran aspirasi masyarakat tcrkait masalah sosial 

bersama Lembaga Kernasyarakatan lainnya di tingkat Kelurahan; 
c. penyusunan rencana kcgiatan pembinaan dan fasilitasi rnusyawarah tcrkait 

pcrmasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan; 
d. pemberian motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat dalam 

pencegahan dan antisipasi Limbulnya masalah sosial; 
e. menumbuhkembangan kcsadaran dan kewaspadaan tcrhadap tirnbulnya 

masalah sosial di lingkungan kelurahan sccara antisipatif; 
f. pendampingan masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial yang tirnbul 

secara responsif dan solutif; 
g. pernantauan secara berkala dan berkesinambungan kondisi sosial 

kemasyarakatan di wilayah kelurahan; 
h. pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan dan siaga masalah sosial di wilayah 

kel urahan; dan 
1. scbagai mediator sosial masyarakat dengan mclakukan koordinasi kepada 

instansi pemcrintah dan lcmbaga sosial lainnya. 

Bagian Kctiga 
Fungsi 

d. mendeteksi dan mencegah timbulnya permasalahan asusila; 
c. membantu masyarakat mengcmbangkan kapasitas agar dapat menangani 

permasalahan kenakalan remaja yang dihadapi secara cfektif; 
d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar 

mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap persoalan sosial tcrkini yang 
timbul di masyarakat; 

e. mengidentifikasi potcnsi masalah kesejahteraan sosial di wilayah masing-masing; 
f. membantu pcndataan dan melaporkan jumlah masyarakat miskin dalam basis 

data terpadu; 
g. melakukan pekcrjaan purna waktu untuk mcnghadiri pcrtemuan/musyawarah, 

membantu kelompok masyarakat dalam upaya pcmbinaan sosial kcpada 
masyarakat di wilayah Kelurahannya. 
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(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota 
menugaskan kepada Unit Kcrja yang mclaksanakan tugas pokok dan fungsi 
pcmbcrdayaan masyarakat, Carnal dan / atau Lurah untuk mclaksanakan 
pembinaan dimaksud. 

(1) Dalam rangka pembinaan Penasehal Walikota Makassar Bidang RT dan RW, 
Pemerintah Kota melaksanakan : 
a. pemberian pedoman tcknis pelaksanaan pembinaan dan peningkalan kinerja 

Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW; 
b. pemberian bantuan keuangan untuk pengembangan dan pcningalan kincrja 

Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW; 
c. pemberian penghargaan alas prestasi dan kinerja Pcnaschal Walikota 

Makassar Bidang RT dan RW, pada tingkat kecamatan yang bcntuk dan jenis 
penghargaan serta waktu penyerahannya disesuaikan dengan kondisi dan 
kcmampuan kcuangan Pemerintah Kola; dan 

d. pembinaan secara berkesinambungan dalam berbagai bcntuk antara lain 
sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, tcmu karya, ternu wicara, pelatihan 
penycgaran, pelatihan ketcrarnpilan, kunjungan kcrja, rapat umum, rapat 
khusus, penyuluhan lewat media cetak dan elektronika, dan lain sebagainya 
sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kota. 

Pasal 10 

BAB V 
PEMBINAAN 

Dalam melaksanakan hubungan kerja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW, mclaksanakan : 
a. memberi saran dan masukan sorta solusi dalam rangka pcnyclcsaian 

permasalahan sosial di wilayah kelurahan; 
b. memberi bantuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan 

partisipatif masyarakat; 
c. kcrjasama yang saling mendukung secara intcgratif dan sinergis aruara sesama 

Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW dalam rangka mendukung Visi 
Misi Pernerintah Kola. 

Pasal9 

Hubungan kerja Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW dcngan l.urah dan 
lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat kelurahan bersifat koordinatif dan 
konsu I tatif. 

Pasal 8 

c. pemberian identitas diri berupa baju seragam dan / atau kartu idcntitas sebagai 
Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW. 
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Oiundangkan di Makassar 
pada tanggal 
SEKRETARIS DA ERA I I KOT/\ MAKASSAR, 

MOl I. l~AMDl l/\N POMANTO 

Diictapkan di Makassar 
pada ianggal 
W/\LIKOTA MAh.ASSAI-<. 

Agar sctiap orang mcngctahuiny a, mcmcriruahkan pcngundangan Pcraturan ini 
dcngan pcnempatannya dalam Bcnta Dacrah Kora Makassar. 

Pcraturan Walikota ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 13 

BAB VIII 
KETENTUA \J Pt:::NUTUP 

(2) Ketentuan yang tclah ada scbclurnnya yang mcngatur Pcnaschai Waltkota 
Makassar Bidang RT dan RW discsuaikan dcngan Pcraturan Walikota ini 

(I) Hal-ha) teknis yang bclum diatur dalam Pcrai uran ini, akan ducrapkan dcngan 
Kcputusan Walikota. 

Pasal 12 

BAB VII 
KETENTUAN P~RALll 11\N 

Fasilitas dan pcndanaan Pcnaschai Walikota Makassar Bidang RT dan RW 
scbagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota int, bcrsumbcr dari Anggaran 
Pcndapatan dan Bclanja Dacrah (APBD) Kata Makassar scrta sumbcr lainnya vang 
sah dan diproscs scsuai dcngan kctcruuan pcraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 11 

BAB VI 
PASILITAS DAN PENDANAAN 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 25

TTD

4 April 2019

M. ANSAR

TTD

4 April 2019


